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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR &s¢£ T&HUN 2014
TENTANG

CRGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

1

Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 2014 tentang Crganisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang di dalamnya mengatur
pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika maka sesual
katentuan Pasal 58 periu disusun aturan pelaksanaannya kedalam
organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, Lgas POKOK
dan fungsi serta uraian fugas:

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf @ di atas. susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika tersebut periu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins| Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1850}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembaraf
Negara Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4438).

Undang-Undang Memor 12 Tshun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negars Republk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);



4 Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor €, Tambahan Negara Nomor 5484 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomar 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

& Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pambagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah
Provinsi. dan Pemerintahan Dasrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4737},

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Urganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Momer 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nemor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor &),

9, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor & ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan | PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISAS! DAN TATA
KERJA DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi,

3. Bupat adalah Bupati Bekasi,

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi,




Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi,
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana
operasional sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau

beberapa kecamatan,
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diben

tugas, wewsnang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang unfuk
melaksanakan kegiatan sesual dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB Il

KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai kewenangan:
Bidang Komunikasi dan Informatika
Pos dan Telekomunikasi

A

1. Pos

oo ¢ oW

Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
Pemberian rekomendasi untuk pendinan kantor pusat jasa titipan

Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

2 Telekomunikasi

a.

Pamberian izin penyelenggaraan telekomunikas:  khusus  untuk

keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya
kabupaten sepanjang tidak menggunakan spekirum frekuensi radio.
Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyeslenggaraan
jaringan tetap tertutup lokal wirelineg (gnd to end) cakupan kabupaten.
Pemberian rekomendasi wilayah prioritas uniuk pambangunan
kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKRIG).




Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi
yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasl perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi,
warlng seluier atau sejenisnya.

Pengawasan/pengendalan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi
yang cakupan arganya kabupaten, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi,
warung seluler atau sejenisnya.

Bamberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operatar,
Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi

Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos
dan telekomunikask.

Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)

a.

Pemberian lzin Mendirkan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
Bemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
Pamberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
Pemberian izin instalansi penangkal petir.

Pemberian izin instalansi genset.

Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikas:

a.

0

Penetapan standar pembangunan Teknologi Informasi dan Kemunikas:
baik awal maupun eksisting yang menyangkut aspek infrastruktur
(hardware), database (aplikasi} dan Sumber Daya Manusia di selurun
SKPD/Unit Kera lingkup Kabupaten Bekasi,

Penetapan Standar Pengelclaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang meliputi berbagai kegiatan rutin dan terstrukiur
untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TIK di seluruh
SKPD/Unit Kerja lingkup Kabupaten Bekasi

Penetapan standarisasi monitoring dan evaiuasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi di seluruh SKPD/Unit Kerja lingkup Kabupaten Bekas
dan hasiinya dilaporkan ke indpektorat.



5  Pembangunan Infrstruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

a Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran  kabel
telekomunikasi dalam satu kabupaten lingkup Kabupaten Bekasi.

b, Pembangunan jaringan fiber optik untuk keperuan keamanan informasi,
ketahanan informasi dan penyélenggaraan pelayanan publik lingkup
Kabupaten Bekasi.

= Pembangunan aplikasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik lingkup

Kabupaten Bekasi.
4. Fasilitasi pemanfaatan aplikasi yang dipergunakan cleh SKPD.

6 Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
s Fasilitasi pelaksanzan koordinasi penyelenggarasn  pos dan
telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan

dengan negara tetangga.

B Sarana Komunikasi dan Diseminasi / Penyebarluasan Informasi

1. Penyiaran
a  Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data

teknis terhadap permohionan izin penyelenggaraan radio.
b, Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radic

danfatau televisi.

2. Kelembagaan Komunikasi Scsial
a  Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala

kabupaten.

1. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
- a.  Pelaksanaan diseminasi / penyebariuasan informasi nasional.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di pidang komunikasi
dan informatika.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretans Daeran.




Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewsnangan otonomi dasrah di bidang

komunikasi dan informatika

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal &

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada Pasal 4 Dinas

mempunyai fungse

perumusan kebijakan teknis bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi, Pos,
Telekomunikasi. Monitoring dan Penetiban, Standarisasi dan Fenerapan, serta
Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,

penyelenggaraan urusan pemerintahan daersh dan pelayanan umum bidang
Diseminasi dan Sarana Komunikasi, Pos, Telekomunikasi, Manitering dan
Penatiban, Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, seta
\nfrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

pembinaan pelaksanaan tugas, dan svaluasi bidang Diseminasi dan Sarana
Komunikasi, Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penetiban, Standarisasi dan
Penarapan Teknologi Informasi dan Komunikasi seta Infrastruktur dan Aplikasi

Teknalogi Informasi dan Komunikasi,
nelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB I
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Dinas terdiri dan unsur-unsur;

Pimpinan,

Pembantu Pimpinan adalah Sekretanat dan Sub Bagian:

Belaksans adalah Bidang, Seksi-Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

Organisasi Dinas Terdiri dart:
a. Kepala
b, Sekretariat
1)  Sub Bagian Perencanaan
2)  Sub Bagian Keuangan
3)  Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
¢ Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi, membawahkan.
1) Seksi Diseminasi Informasi;
2y  Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi.
d  Bidang Pos. Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, membawahkan:
1)  Seksi Pos Dan Telekomunikasi,
2)  Seksi Monitoring dan Penertiban.
& Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
membawahkan!
1) Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
2) Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
£ Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
membawahkan:
1)  Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2}  Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai iugas pokok menumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluas| urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Diseminasi dan Sarana
Kamunikasi, bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, Bidang
Standarisasi dan Penerapan Teknologi infarmasi dan Komunikasi serta Bidang
infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berkut:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran dinas;

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja dinas:

G menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya
sebagal bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-bahan LPED tahunan dan LPPD lima tahunan
dinas sebagai bahan penyusunan L PED Tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten:

. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan
Bupati;

i menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA)

dan rencana kinerja (RENJA) dinas

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas.

h. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika,

I merumuskan kebijakan teknis bidang Pos dan Telekomunikasi, Aplikasl
dan Telematika serta Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi,

J: menyelenggarakan pelayanan informasi melajui media konvensional dan
media tradisional

K. menetapkan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani
kebutuhan masyarakat terhadap informast;
menyelenggarakan diseminasi informasi melalui media radio. televisi dan

media tradisonal
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menyelenggarakan pelayanan pos di pedesaan,

melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen,

melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi  kegiatan filatell  sera
penyusunan pelaporannya,

melaksanakan pengujian terhadap alatperangkat pos dan telekomunikasi
dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah kabupaten:

melaksanakan pemantauan dan peneriiban pelanggaran atas ketentuan
=ertifikasi dan pengadaan alat/perangkat postel;

mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasl yang
cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi
perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau
sejenisnya;

penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;

menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat local,
menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat local;
menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus;
memberikan kajianirekomendasi teknis 1zin Mendinkan Bangunan (IMB)
manara telekomunikasi sebagal sarana dan prasarana telekomunikasi.
mengendalikan dan menertibkan pelanggaran standarisasi pos dan
telekomunikasi;

memfasilitasi  pelaksanaan  koordinasi penyelenggaraan pos  dan
telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di dasrah;
mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial
skala kabupaten,

melaksanakan diseminasi / penyebarluasan infarmasi nasional;

mengawasi dan menerbitkan film dan radio;

mengoordinasi  dan  memfasilitasi pengembangan kemitraan media
tradsional skala kabupaten;

merumuskan program dan menyelenggarakan informasi melalui media
penerbitan, elektronik, tradisional dan media baru;

menyelenggarakan penyebaran informasi melalui media luar sepert
spanduk, baligo. billboard dan gambar dinding sesuai ingkup tugasnyas
memantau dan mengawasi penyelenggaraan standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur bidang teknologi informasi dan komunikasi skala

kabupaten;
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menetapkan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan standarisasi dan
integrasi sistem dan janngan teknologi informasi dan komunikasi;
memantau dan mengawasi pemeliharaan konektifitas dan operabiiitas
jaringan internet dan intranet untuk keperluan seluruh SKPD:

memantay dan  mengawasi pendaftaran  dan menginventarns
penyelenggaran sistem elektronik (PSE) untuk pelayanan publik di seluruh
SKPD sebelum digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik:
memantau dan mengawasl pelaksanaan standar teknis perangkat yang
digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik di SKPD sesuai dengan
ketentuan yang beriaku;

memantau dan mengawasi serta meregistrasi perangkat yang digunakan
oleh penyelenggara sistem elektronik SKPD untuk pelayanan publik telah
terdaftar pada menteri pada diskominfo kab.bekasi;

menetapkan prosedur keamanan dan keandalan operasi perangkat lunak
sesuai ketentua yang berlaku.

memantau dan mengawasi pendokumentasian, penyimpanan dan panguji
cobaan kode sumber yang dibuat oleh penyedia atau pengsmbang
perangkat lunak khusus dibuat untuk SKPD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bekas:,

menetapkan penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan oleh
SKPD untuk pelayanan publik menggunakan subdomain
xx bekasikab go.id

mengkoordinasikan penyegelan terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektronik yang di gunakan oleh SKPD untuk pelayanan publik yang tidak
mengaunakan subdomain xx.bekasikab.go.id

memantau penyelenggaraan Sistem Elektronik di SKPD untuk pelayanan
publik ‘wajib di tempatkan di pusat data pada dinas komunikasi dan
informatika danfatau menempatkan back up pusat data di wilayan
Indonesia

menstapkan bahan kebijakan standarisasi teknologi infarmasi dan
komunikasi skala kabupaten;

menetapkan kebijakan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan
madia online, website, media call center dan aplikasi telematika,
menetapkan kode standard komputer sehingga seluruh Penyelenggaraan
Sistern Elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Bekas: sesuai ketentuan.
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menyelenggarakan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement)
dan peranjian keamanan informasi dengan seluruh SKPD yang
menyelenggarakan sistem elektronik untuk pelayanan publik

mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan standarizasi dan integrasi
sistern dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;

menetapkan dan mengevaluasi penerapan tata kelola penyelenggara
sistam elekironik di seluruh SKPD yang meliputi tersedianya prosedur atau
petunjuk dalam PSE yang didekumentasikan dan atau diumumkan dengan
bahasa, informasi, atau simbol yang dimengert oleh pihak yang
penyelenggaran sistem elekironik. mekanisma yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan.
kelengkapan persenil pendukung bagl pengoperasian sistem elektronik,
penerapan  manajemen  kinera  pd sistem  elektronik  yang
diselenggarakannya untuk memastikan sistem elektronik beroperasi
sebagaimana mestinya dan rencana menjaga keberlangsungan FPSE yang
dikelolanya.

memantay dan mengawasi pengeiclaan data cenire milik pemerintah
kabupaten bekasi

memantay dan mengawasi sarana dan prasarana Lokal Area Network
(LAN) untuk kepentingan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah
kabupaten bekasi,

memantau penyiapan perangkat seluruh SKPD dan memastikan perangkat
tersebut dapat diintegrasikan  dengan perangkat lain yang akan
dipergunakan cleh SKPD;

meregestrasi  dan mendokumentasi  physical addres/IMEY  seluruh
nerangkat di SKPD yang digunakan untuk PSE pelayanan publik;
namantau setiap layanan yang terintegrasi dengan dinas komunikasi dan
informatika memiliki Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakall
oleh kedua belah pihak

memfasilitasi dan mendokumentasikan perawatan perangkat yang
dipergunakan untuk pelayanan publik;

memantau dan mengawasi registras: dan memastikan perangkat keras
untuk Penyelenggaraan Sistem Elektronik pelayanan publik telan terdaftar,
merumuskan dan menyusun roadmap serta mengevaluasi penggunakan
perangkat menuju e-govt di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Bekasi;
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merumuskan skala prioritas penggunaan perangkat keras SKPD sesuai
kebutuhan pelayanan publik;

menginspsksi secara berkala terhadap perangkat keras di selurun SKPD
untuk mencegah kebocoran data melalui perangkat

memantau dan menyita perangkat yang tidak terdaftar dan tidak sesuai
standard yang tefah ditentukan

mamantau dan mengarahkan pembuatan perangkat aplikasi seluruh SKPD
dan memastikan perangkat aplikasi bisa di integrasikan dengan aplikas
yang sudah ada dan sesuai standard yang berlaku;

memantau dan mengawasi pendokumentasian dan memastikan setiap
perangkat  aplikasi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan data;
memantau dan mengawasi regestrasi dan memastikan perangkat lunak
untuk Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik telah
terdaftar;

memantau dan memastikan perangkat aplikasi di seluruh SKPD yang
digunakan untuk pelayanan publik dapat terkoneksi, terintegrasi dan
terinteroperabilitas;

memantau dan mengawasi pembuatan perangkat lunak database center
Kabupaten Bekasi baik webbase maupun desktopbase sehingga bisa
saling bisa digunakan antar SKPD lingkup pemerintah kabupaten Bekasi
yang berliesiensi Pemerintah Kabupaten Bekasi;

memantau dan mengawasi pembuatan perangkat lunak berbasis G5
Kabupaten Bekasl yang berliensinsl sehingga SKPD pengguna bisa
memasukkan data sesual kewenangannysa,

memantau dan mengawasi pembuatan aplikasi database center berbasis
web-base untuk kebutuhan informasi publik;

memantau penerapan aplikasi keamanan data pada server pusat data;
memantau dan mengawas| pelaksanaan kantral kualitas yang akan
disajikan melalui internet;

memantau dan mengarahkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset daerah di lingkungan
Dinas Komunikasi dan Informatika;

mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas

Komunikasi dan Informatika;
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menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan urusan pelayanan dinas:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena dinas:

menyusun pertanggungjawaban laporan kagiatan dan keuangan:
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup dinas;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
dinas,

mempelajari, memanhami dan menyelenggarakan perauran perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dinas,
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan dinas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada
atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar:

menilai hasil kera bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan kaner;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyal tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian seria

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi:



a penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;
k. perencanaan operasional Kkegiatan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian,

¢, pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta parencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d  pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang:

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas

pokok dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan;
b, Sub Bagian Keuangan;
¢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.
b.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagal pedoman pelaksanaan tUgas,
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan lugas,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya,
menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Dinas
Komunikasi dan Informatika pada masing-masing bidang sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten.

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat:
menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian seria perencanaan, evaluasi dan pelaporan,
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
melaksanakan penatausahaan keuangan atau verifikasl yang berkaitan dengan
dokumen keuangan;

mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan

kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;




(1)

mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi urmum, keuangan dan
kepegawaian s&rla perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

melaksanakan penatausahaan keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan
dokumen keuangan,

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan,
menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan, gvaluasi dan pelaporan sebagai p-erlanggungjawaban kepada
atasan;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan fancar sesuai dengan ketentuan yang berlakuy,
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pangem bangan karier:0

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan.
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana prograr atau kegiatan, evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada pada Dinas Komunikasi dan

Informatika,
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

= perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasl dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan

dari masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;




d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin ‘oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai berkut:

a,

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada

Dinas.

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari
masing-masing bidang;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKFD dalam Dinas Komunikasi dan
Informatika pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPJMD dan RKPD Kabupaten,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) pada Dinas;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dar masing-masing bidang;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam
bidang Komunikasi dan Informatika sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan
dan LPPD lima tahunan kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
oada Dinas Komunikasi dan Informatika;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinera Dinas sebagai  bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati]

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinst.

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesual dengan
lingkup tugasnya,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventansasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,




(1)

(2)

membagl tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:

menilai hasil kefja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan
pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

2. perencanasn kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Kemunikasi dan

Infarmatika;
b pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Komunikasi dan informatika;

c. pembagian pelaksanaan fugas administrasi keuangan pada Dinas

Komunikasi dan Informatika:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangap dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagal

berikut:

a,
b.

menyusun rencana kena administrasi keuangan Dinas;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabal Penatausanaan
Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahuif disetujui oleh PPTK]

mengliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PMS sarta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesual dengan ketentuan
serundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeiuaran,

memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU|
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(1)

(2]

membantu dan menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di fingkungan
dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

menalti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP  kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening,

menyiapkan SPM;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawal negeri sipil lingkup Dinas;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

membantu dan menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan
Dinas sesuzai dengan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan Kas,
skuntansi pengsluaran kas, akuntansi aset etap dan akuntans: selain kas.
menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan,

manyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun:

menyusun catatan atas laporan keuangan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalanan lingkup
tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

mampelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
herkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan wgas.
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

membag! tugas kepada bawanhan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuan yang beraky;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memontor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperlusn alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal fungsi:




D

e

a  perencanaan kegiatan urusan tats warkat, kepegawaian, kehumasan dan
gokumentas(, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantaran;

o] pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis seria ruang
perkantoran;

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan
dan dokumentasi. perlengkapan, perbekalan dan keperlvan alat tlis seria

ruang perkantoran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian
iugas sebagai berikut:

d

menyusun rencana kKegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis sera ruang
perkantoran Dinas;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam
rangxa kelancaran tugas,

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas:

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas:

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Ba rang Dinas;

melzksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas:
melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas:
mefaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut pengolongan dan
kodifikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A,
B, C D EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan

bangunan;




melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai
batan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah.

pendistribusian periengkapan dan keperiuan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas,

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dan beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas,

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danfatau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kariu pegawai (Karpeg), WKaris/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga. Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin dikiat,
penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberkan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsicnal, pembinaanfieguran disiplin
pegawai, mambuat konsep usulan culi pegawal sesual aturan yang berlaku,
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemperhantian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mutasi pegawai sesual dengan peraturan yang beriaku,
melaksanakan pengelolaan Sasaran Keria Pegawai (SKP);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas:

mengevaiuasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya seria mencari alternatif pemecahannya;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
verkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas beraian sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil keria bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
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menyusun faporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi
Pasal 17

Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala dan

mempunyai  tugas pokok  merencanakan  operasional,  mengelola,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

diseminasi informasi serta sarana dan kelembagaan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Dizeminasi dan Sarana Komunikasi mempunyai fungsr:

a. perencanaan operasional urusan diseminasi informasi serta sarana dan
kelembagaan komunikasi;

b. pengelolaan urusan diseminasi informasi serta sarana dan kelembagaan
komunikasi;

¢. pengendalian. evaluasi dan pelaporan urusan diseminasi informasi serta
sarana dan kelembagaan komunikasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Hubungan Masyarakat dan

Sarana Komunikasi, membawahkan;

a. Seksi Diseminasi Informasi;

b. Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi.

L]

Pasal 18

Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Diseminasi dan Sarana
Komunikast

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Diseminasi dan
Sarana Komunikasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,
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mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Diseminasi dan Sarana Komunikasi sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan
dan LPPD ima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;|
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencaria strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Diseminasi dan Sarana Komunikasi;

menyelenggarakan operasional  peliputan kegiatan  pimpinan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyelenggarakan pelayanan informasi melalui media konvensional meliputi
media cetak, media langsung dan media tradisional

menyelenggarakan operasional kemitraan media yang harmonis dan serasi
sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Saksi Diseminasi Informasi;
menyusun pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani rebutuhan
masyarakat terhadap informasy;

menyelenggarakan koordinasi kelembagaan layanan publik;

menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan publik;
menyelenggarakan pembuatan iklan layanan masyarakat,

menyelenggarakan koordinasi dengan iristansi dilingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten;
menyelenggarakan penyebarluasan infarmasi melalui media elektronik, cetak dan

luar ruang:

menyelenggarakan diseminasi informasi melalui media radio dan televist;
menyelenggarakan pengalolaan radio milik pemerintah dasrah;

menyelenggarakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
menyelenggarakan penyenaan pameran/promosi;

menyusun evaluasi  kinerja penyelenggaraan sarana dan kelembagaan
komunikasi;

menyusun perurmusan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi sosial;
menysienggarakan kebijakan di bidang pendayagunaan madia tradisional;
menyelenggarakan kebijakan pengembangan Kelompak Informasi Masyarakat:
menyelenggarakan kebijakan komunitas komunikasi berdasar kesetaraan gender;
menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan jaringan komunikasi
semerintanan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik]

menyusun petunjuk teknis hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
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mienyusun petunjuk teknis hubungan kermitraan lembaga profesi;

menyusun  petunjuk  teknie  hubungan  kemitraan  lembaga pemantau
mediallembaga konsumen media;

menyelenggarakan koordinasi dan kerasama dengan lembaga terkait dalam
rangks pemberdayaan aringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan
pengembangan pelayanan publik;

memfasilitasi pusat-pusat informasi publik ;

memfasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang berkembang di
masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang
Diseminasi dan Sarana Komunikasi;

menyusur bahan laporan akuntsbilitas kerja Bidang Diseminasi dan Sarana
Komunikast,

menyusuh pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Diseminasi dan
Sarana Komunikasi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Diseminasi dan Sarana Komunikask

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketantuar-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Diseminasi dan Sarana

Komunikasi;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Diseminasi dan

Sarsna Komunikasi;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas
dapat benalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasi! pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 19

Seks| Diseminasi Informasi mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Diseminasi Informas:
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seks:
Diseminasi Informasi mempunyai fungsi:

s perencanaan kegiatan urusan Diseminas! Informasi;

5. pelaksanaan urusan Diseminasi Informasi;

c  pembagian pelaksanaan tugas urusan Diseminasi Informasi;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 20

Seksi Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sabagal berikut:

a.
=

Triw

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Diseminasi Informasi
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Seksi Diseminasi
Informasi,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Diseminasi Informasi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPFD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana sirategis (RENSTRA} dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Diseminasi Informasi;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Diseminasi Informasi;

merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan seks| Diseminasi informasi;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan Diseminasi Informasi;

melaksanakan operasional peliputan kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

melaksanakan pelayanan informasi melalui media konvensional meliputi media

cetak, media langsung dan media tradisional
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melaksanakan operasional kemitraan media yang harmonis dan seras sebagal
pendukung datam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Seks| Diseminasi Informasi:
malakeanakan ideniifikas;; pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat
terhadap informasi;

melaksanakan koordinasi kelembagaan layanan publik;

menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan publik;
melaksanakan pembuatan iklan layanan masyarakat,

melaksanakan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Frovinsi dan
Kabupaten,

melaksanakan penyebariuasan informasi malalui media elektronik, cetak dan luar
ruang;

~elaksanakan diseminasi informasi melalui media radio dan televisi;
melaksanakan pengelolaan radio milik pemerintah daerah;

melaksanakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;

melaksanakan penyertaan pameran/promosi;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:

menyusun perianggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan
Seksi Diseminasi Informas,

melaksanakan program pengawasarn internal di lingkungan bidang tugasnya
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
etentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang lugasmnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan.
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Faszal 21

Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi fugas dan mengontrel urusan
Kelembagaan Komunikasi,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Sarana dan Kelembagaan Komunikasi mempunyai fungsi:

a perencanaan kegiatan urusan Kelembagaan Komunikasi,

b pelaksanaan urusan Kelembagaan Komunikasi,

¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan Kelembagaan Komunikasi;

d  pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 22

Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

=B

-

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Kelembagaan
Komunikasi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sarana dan
Kelembagaan Komunikasi,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan BPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Sarana dan Keiembagaan Komunikasi sebagail bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kinerja (RENJA) Seks: Sarana dan Kelembagaan Komunikasi:
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi;

merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen peiaksanaan
anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Kelembagaan
Komunikasi;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan sarana dan kelembagaan komunikasi,
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melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dalam
rangka peningkatan kualtas dan peran seria positif dalam penyelenggaraan
pembangunan:

menyiapkan bahan evaluasi kinera penyelenggaraan sarana dan kelembagaan
komunikasi;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi
s05iai;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan media

tradisional;
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan komunitas komunikasi berdasar
kesetaraan gender;

menyiapkan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan jaringan komunikasi
nermerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik;

menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga komunikasi
pemerintah

menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga profesi

menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga pemantau
media/lembaga konsumen media;

menyiapkan bahan koordinasi dan keriasama dengan lembaga terkait dalam
rangka pamberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan
pengembangan pelayanan publik;

menyiapkan bahan fasilitasi pusat-pusat informasi pubtik |

menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang
berkembang di masyarakat:

maiaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasi kegiatan
Seksi Sarana dan Kelembagaan Komunikasi]

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya:
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan ugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
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melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasl permasalahan di lingkup
wgasnya serta mencar altematif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau membernkan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
Karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 4
Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban
Pasal 23

Bidang Pos, Talekomunikasi, Monitoring dan Penertiban dipimpin oleh seorang

Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional mengeloia,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pos,

Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban.

Untuk melsksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Pos Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban mempunyai fungsk:

a. persncanaan operasional urusan Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan
Penertiban,

b. pengelolaan urusan Pos, Telekomunikasi, Monitering dan Penertiban:

c. pengendalian, evaluasi dan peiapecran urusan Pos, Telekomunikasi,
Mionitoring dan Penertiban.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tUgas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Poz, Telekomunikasi,

Meonitoring dan Penertiban, membawahkan;

a. Seksi Pos dan Telekomunikasi,

b.  Seksi Monitoring dan Penertiban.




Fasal 24

Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Peneriban dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian

tugas sebaga: benkut

o

,F.I-

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pos, Telekomunikasi,
Monitoring dan Penertiban;

menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kena Bidang FPos.
Telskomunikasi, Monitoring dan Penertiban;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
hahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Bos. Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban sebagai bahan penyusunan
LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Pos. Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Felaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban;
menyiapkan bahan analisa urusan Pos dan Telekemunikasi,

menyiapkan bahan penyusunan standar, norma, pedoman kritena, prosedur di
bidang pos dan telekomunikasi serta informatika, spektrum frekuensi radio dan
orbit sateiit;

mengelola pengawasan administrasi perijinan bidang pos dan telekomunikasi;
mengelpla pengawasan dan penertiban standar, noma, pedoman kriterna;
menyiapkan dan menyusun bahan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
menyiapkan hahan kebijakan teknis penertiban jasa titipan untuk kantor agen
menylapkan bahan kebijakan teknis penertiban jasa titipan untuk kantor agenn.
menyiapkan bahan kebijakan teknis pemantauan dan evaluas: kegatan filatel
serta penyusunan pelaporannya;

menyiapkan bahan kebijakan teknis pengujian terhadap alatiperangkat pos dan
telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah kabupaten,

menyiapkan bahan kebijakan teknis pemantauan dan penertiban pelanggaran atas

ketentuan serifikasi dan pengadaan alat/perangkat postel;



a3.
bl

ce

dd

B,

88

hif.

if

K.

menyiapkan bahan kebijakan tekms pengawasan/pengendalian  terhadap
senyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan
pembangunan  telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan Warung
talekomunikasi warung seluler atau sejenisnya;

menyslenggarakan teknis pengawasan dan penerbitan film dan radio,

penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi,

menylapkan bahan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat okal
menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal:

menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan islekomunikasi yang bersifat

kKhusus!

menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian dan penertiban terhadap
pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi:

memfasiitasi teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan
telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah:

melaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial
skala kabupaten;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

manghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban.
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pos. Telekomunikasi,
Monitoring dan Peneniban;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pos, Telekomunikasi,
Monitoring dan Penertiban;

rrslakukan pengamanan dan pemeliharaan harang milik daerah di lingkup Bidang
Pos. Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban:

mampelajar, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuasn yang berkaitan dengan Bidang Pos, Telekomunikasi,
Menitoring dan Penertiban,

melaksanakan program pengawasan internal di  lingkungan bidang Pos,
Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban;

mermberkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan ugas sesual

dangan ketentuan yang beriaku;
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membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan ocleh atasan.

Pasal 25

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
malaksanakan, membagi tugas dan mengaontrol urusan Pos dan Telekomunikasi.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi

perencanaan kegiatan urusan Fos dan Telekomunikasi,

oelaksanaan urusan Pos dan Telekomunikast

pembagian pelaksanaan tugas urusan Pos dan Telekemunikasy

o n T W

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyal uraian wugas

sebagal berkut:

&
[uf

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pos dan Telekomunikasi
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja  Seksl Pos dan
Teiekomunikasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
tahan p-enyusun:zm RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Pos
dan Telekomunikasi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD bma
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati .
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategie (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pos dan Telekomunikasi:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pos dan Telekom unikast,

menyiapkan bahan analisa urusan Pos;
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menyiapkan dan menyusun bahan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan:
menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat dan
kantor agen jasa tiipan;

melaksanakan teknis penertiban jasa titipan untuk kantor pusat dan kantor agan;
melaksanakan teknis pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan
pelaporannya;

melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan persandiam,

melaksanakan kirmisrma berita/Radiogram melalui radio, Faksimile, Email,
Virtual Privat Network (VPN);

Mengambangkan Jaringan Komunikasi Plain/Sandi pada Pemerintah Kabupaten
Bekas:,

Mengadakan perawatan, perbaikan (service) khusus sarana komunikasi pada
Pemerintah Kabupaten Bekasi;

melzksanakan koordinasi dengan seksi fain:

menghimpun, mengalah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pos dan Telekomunikasi:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Seksi Pos dan
Telekxomunikasi,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
daiam pelaksanaan fugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya saria mencari altematif pemecahannya,

membagi tugas. kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner,

melaperkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada stasan
meiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan



Pasal 2T

(1) Seksi Monitonng dan Penertiban mempUnyai tugas pokok merencanakan

(2]

xegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontral  urusan
Monitoring dan Penertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Monitoring dan Penertiban mempunyai fungsi:

s perencanaan kegiatan urusan Monitoring dan Penertiban;

5. pelaksanaan urusan Monitoring dan Penertiban;

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan Monitoring dan Penertiban;

4 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pazal 28

Seksi Monitoring dan Penertiban dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyal uraian
tugas sebagai berikut:

a.
o

menyusln rencana kegiatan dan anggaran Seksi Monitoring dan Penertiban,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Monitering dan
Penertiban;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tanunan Seksi
Monitoring dan Penertiban sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
fima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMJA) Seksi Monitoring dan Penertiban;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Monitoring dan Penertiban;

merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen peiaksanaan
anggaran (DPA) uniuk pelaksanaan kegiatan bidang Pos dan Telekom Lnikasi;
menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja bidang Pos dan
Telekomunikasi yang akan dikoordinasikan oleh Sekretanat sebagai bahan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan informatika kepada Bupati:
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menyiapkan dan menyusun bahan pembenan izin penyelenggaraan
telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang
cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi
radio;

menyapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi terhadap permohonan
izir penyelenggaraan jaringan tetap terutup lokal wireline (end to end) cakupan
kabupaten;

menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk
pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikast.
melaksanakan teknis pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung
seluler atau sejenisnya;

penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;

menylapkan bahan penyelenggaraan jasa telekomunikas: yang bersifat lokal,
menyiapkan tahan penyelenggaraan jaringan telekomunikas yang bersiat lokal
menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat
kKhusus;

menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian dan penertiban terhadap
pelanggaran standarisas: pos dan telekomunikasi,

memfasilitasi teknis pelaksanaan Kkoordinasi penyelenggaraan pos dan
relekomunikasi serta penggunaan frekuensi radic di daerah;

menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi persyaratan
administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permchenan iZin
penyelenggaraan radic,

melaksanakan teknis pengawasan dan penerbitan film dan radio;

melaksanakan tknis koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kemunikasi sosial
skala kKabupaten;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan Telekomunikasi;

mempertanggungiawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Komunikasi
dan Informatika:

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

manyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

mealaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;




¢c. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
xetentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

dd. memberikan saran dan partimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

g8, melaksanakan evaluasi fugas dan menginventansasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

ff. membagl fugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuaj

dengan ketentuan yang berlaku;
gg. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

hh. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

ii.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Standarisasi Teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 29

{1) Bidang Standarisasi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin
glen seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengoordinasikan, mengendalkan, mengevaluasi dan melaporkan
urusan standarisasi teknologi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

{2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Standarisasi Teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai fungsi:

a. perencan'aan operasional urusan standansasi teknologi dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi;

b. pengelolaan urusan standarisasi teknologi dan penerapan teknologi informasi
dan komunikasi;

¢.  pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan standarisasi teknoiogl dan
penerapan teknoiogi informasi dan komunikasi:

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua dengan tugas dan
fungsinya.

{3} Dalam menyslenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Standarisasi Teknologi
dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. membawahkan:

a.  Seksi Standarisasi dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Kemunikasi:



b, Seksi PenerapanTeknologi informasi dan Komunikas:.

Pasal 30

Bidang Standarisasi, Evaluasi dan Penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal

26 mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a-

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Standarisasi Teknologi dan
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Standarisasi
Teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Standarisasi Teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:
menyiapkan bahan-bahan LKP. akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati .
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Standarisasi Teknologi dan Penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Bidang Siandarisasi Teknologi dan Penerapan Teknolog:

informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan analisa urusan Standarisasi Teknologi dan Penerapan

Teknologi Informasi dan Komunikasi;

mengandalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup Bidang Standarisasi Teknokog
dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

memantau implementasi standar, norma, pedoman, kriteria dan prosecur bidang
teknologi informasi dan komunikasi;

menyusun kebijakan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi skala
kabupaten;

menyelenggarakan kebijakan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan media
online website, madia call center dan aplikasi telematika;

menyelenggarakan teknis kontrol kualitas yang akan disajikan melaiui internet.
menyusun evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan standarisasi dan integrasi

sistem dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi



8.

menyusun evaluasi kinerfja penyelenggaraan urusan pengelolaan data teknologi
infarmasi dan komurnikasi;

menyelienggarakan penyediaan dan penyebaran melaiul media online, website dan
media call center,

menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
menyelenggarakan pemeliharaan konektifitas jaringan internet ISP Pemerintah

Kabupaten Bekasi
menyeienggarakan teknis penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi;

menyelenggarakan pendaftaran dan menginventaris penyglenggaran sistem
glektronik (FSE) untuk pelayanan publik di seluruh SKPD sebelum digunakan
untuk penyelenggaraan pelayanan publik;

memberikan bahan masukan kepada kepala dinas atas rekomendasi terhadap
perangkat yang akan digunakan cleh penyelenggara sistem elektronik {PSE)
SKPD agar mememenuhi aspek interkonektivitas dan kempatibilitas dengan sistem
yang digunakan, memperoleh sertifikat kelaikan dari pejabat yang berwenang,
mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan dan pumajual dan penjual
atau penyedia, memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya yang
menyatakan perangkat tersebut berfungsi sesuai dangan spesifikasinya, memiliki
jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (figa) tahun, memiliki jaminan
kejelasan tentang kondisi kebaruan dan memiliki jaminan bebas darn cacat produk;
memoniter pelaksanaan standar teknis perangkat keras yang digunakan oleh
penyelenggara sistem elektronik di SKPD sesuai dengan ketentuan yang berfaku:
meregistrasi perangkat yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik
SKPD untuk pelayanan publik dan telah terdaftar pada Diskominfo Kab Bekasi;
menyampai‘rqaﬁ bahan masukan terhadap kebijakan dalam prosedur keamanan
dan keandalan operasi perangkat lunak sebagaimana mestinya.
mendokumentasikan, menyimpan dan menguji coba kode sumber yang dibuat olsh
penyedia atau pengembang perangkat lunak khusus dibuat untuk SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi:

mengawasi PSE yang di gunakan oleh SKPD untuk pelayanan publik wajib
menggunakan subdomain xx.bekasikab.go.id (xx—jenis layanan),

memberikan  bahan masukan atas tindakan penyegelan terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elekironik yang di gunakan oleh SKPD untuk pelayanan
publik yang tidak menggunakan subdomain xx.bekasikab.go.id;
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memantau dan mengarahkan pendokumentasian sertifikas) /" untuk PSE di SKPD
lingkup Pemda Kab. Bekasi

menyusun bahan kebijakan atas peringatan kepada SKPD lingkup Pemda Kab.
Bekasi yang tidak menggunakan e-mail resmi untuk berkomunikasi dengan publik
memantau dan mengarahkan pembuatan kode standard komputer sehingga
seluruh PSE lingkup pemda kab. Bekasi sesuai standard;

memantau dan mengarahkan pendaftaran secara resmi tenaga ahli | operator
yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki kompetensi di
bidang sistemn elektronik atau teknologi informasi.

memantau dan mengawasi serta melarang tenaga ahlifoperator yang tidak
memiliki ijin untuk mengoperasikan Penyelenggara Sistem Elektronik di SKPD di
lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi;

mengusulkan tenaga ahli / dperator pengguna sistem elekironik untuk melakukan
dikiat TIK;

memberikan masukan dalam pembuatan perjanjian tingkat layanan/ service level
agrrement (SLA) dan perjanjian keamanan informasi di seluruh SKPD yang
menyeienggarakan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

memberikan bahan masukan kepada kepala dinas dalam menatapkan dan
meangevaiuasi penerapan tata kelola penyelenggara sistem elekironik i selurch
SKPD yang meliputi tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggara
Sistern Elektronik yang didokumeantasikan dan atau diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau simbel yang dimengerti oleh pihak yang penyelenggaran sistem
elextronik, mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan
prosedur pedoman pelaksanaan, kelengkapan personil pendukung bagi
pengoperasian sistem elektronik, penerapan manajemen kinerja pd sistem
glekironik yang diselenggarakannya untuk memastikan sistem  elekironik
beraperast seﬁagaimana mestinya dan rencana menjaga keberlangsungan
Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikelolanya;

memantay dan memastikan Penyelenggara Sistem Elektronik di SKPD untuk
pelayanan publik wajib di tempatkan di pusat data pada dinas komunikasi dan
nformatika dan atau menempatkan back up pusat data di wilayan Indonesia;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain:

menghimpun, mengoiah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Standarisasi Teknologi dan Penerapan Teknologi
Infarmasi dan Komunikasi;
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Penerapan Teknolog: Informasi dan Komunikasi|

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksangan teknis kegiatan lingkup Bidang Standarisasi
Teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi:

melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang milik daerah di lingkup Bidang
Standarisasi Teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
mempelajari, memahami gan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Standarisas! Teknolog
dan Penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Standarisasi
Teknalogi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikas!;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan  lingkup
ugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membag! tugas kspada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan lugas sesual
dengan ketentuan yang berlaky;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan Ugas

dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Saxsi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tUgas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengaontrol urusan

standarisasi teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Standansasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi.

a. perencanaan kegiatan urusan standarisasi teknologi informasi dan
komunikast,

b, palaksanaan urusan standarisasi teknologi informasi dan komunikasy

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan standarisasi teknologi informasi dan

kamunikasi:



d pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan fugas dan
fungsinya.

Pasal 32

Seks! Standarisasi dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh

seorang Kepala, mempunya uraian tugas sebagal berikut

a

menyusLn rencana kegiatan dan anggaran Seksi Standarisasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi:

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Standarisasi
Teknolog: Informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagal bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat::
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinarja (RENJA) Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA)] dan doxumen pelaksanaan
anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

memberi bahan masukan kepada pimpinan dalam hal penetapan standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur bidang teknologi informasi dan komunikast:
menyiapkan bahan kebijakan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi
skala kahupatén:

melaksanakan kebijakan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan media
online, website, media call center dan aplikasi telematixa;

melaksanakan teknis Kontrol kualitas yang akan disajikan melalul internet.
menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan standarisasi dan
integrasi sistemn dan jaringan teknologi informasi dan komunikas:,

memberikan bahan masukan kepada pimpinan dalam penetapan syarat-syarat
pendaftaran dan menginventans penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan
publik di seluruh SKPD sebelum digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan
publik;



memberikan bahan masukan kepada pimpinan atas rekomendasi terhadap
perangkat yang akan digunakan oleh penyelenggara sistern elektronik SKPD agar
mememenuhi aspek interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang
digunakan, memperoleh sertifikat kelaikan darl pejabat yang berwenang.
mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan dan pumajual dari penjual
atau penyedia, memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya yang
menyatakan perangkat tersebut berfungsi sesual dangan spesifikasinya, memiliki
jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun, memiliki jaminan
kejelasan tentang kondisi kebaruan dan memiliki jaminan bebas dari cacat produk;

melaksanakan monitoring pelaksanaan standar teknis perangkat keras yang
diguriakan oleh penyelenggara sistem elektronik di SKPD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku:

meregistras) perangkat yang digunakan olen penyelenggara sistem elektronik
SKPD untuk pelayanan publik telah terdaftar pada menteri pada diskominfo
kab.bekasi;

melaksanakan kebijakan dalam prosedur keamanan dan keandalan operasi
perangkat lunak sebagaimana mestinya;

melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan ujicoba kode sumber yang
dibuat oleh penyedia atau pengembang perangkat lunak khusus dibuat untuk
SKPD di lingkungan Pemerintan Kabupaten Bekasi.

malaksanakan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan
oleh SKPD untuk pelayanan publik datam hal kewajiban penggunaan subdomain
xx.bekasikab.go.id:

melaksanakan tindakan penyegelan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elgktronik
yang di gunakan oleh SKPD untuk pelayanan publik yang tidak menggunakan
subdomain xx.bekasikab.go.id;

malai:sanakah pendokumeniasian dan penyimpanan sertifikasi “legal sotfwarg’
untuk Penyelenggara Sistem Elektronik di SKPD lingkup Pemearintah Kabupaten
Bekasi;

melaksanakan kebijakan peringatan kepada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Bekasi yang tidak menggunakan e-mail resmi untuk berkomunikasi dengan publik;

membuat kode standard komputer seluruh PSE lingkup pemda Kab. Bekasi sesuai
ketentuan yang berlaku,

melaksanakan perjanjian tingkat layanan/ service level agrrement (SLA) dan
perjanjian keamanan informasi di seluruh SKPD yang menyelenggarakan sistem

elektronik untuk pelayanan publik;
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(1)

melaksanakan ketetapan kepala dinas dalam evaluas: penerapan tata kelola
penyelenggara sistem clektronik di seluruh SKPD yang meliputi tersedianya
crosedur atau  petunjuk  dalam Penyelenggara  Sistem Elekironik yang
didokumentasikan dan atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbal
yang dimengerti oleh pihak yang penyelenggaran sistem elektronik, mekanisme
yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman
pelaksanaan. kelengkapan personil pendukung bag pengoperasian sistem
siskironik. penerapan manajemen kinera pada  sistem glektronik  yang
disslenggarakannya untuk memastikan sistem elektronik beroperasi sebagaimana
mestinya dan rencana menjaga  keberangsungan Penyelenggara Sistemn
Elektronik yang dikelolanya.

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;

menyusun partanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan.

menghimpun, mengeolah dan menganalisa data sena penyajian data hasil kegiatan
Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,

melaksanakan program pengawasan internal di ingkungan bidang tugasnya.
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
katentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan fugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan & lingkup
tugasnya serta mancari aiternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang beriaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat b-erjalaﬁ lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaparkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33
Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi.



(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Seks
Penerapan Teknologl Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi
a  perencanaan kegiatan Seksi Penerapan Teknologi Informasi gan Komunikasi;
b pelaksanaan Seksi Penerapan Teknologi Informast dan Komunikasi:
- pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan

Komunikasi;
4  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas oan

fungsinya.

Pasal 34

Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh secrang Kepala.

mempunyal uraian tugas sebagai berikut:

a  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penerapan Teknologi Informasi
dan Komunikasi;

b menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Penerapan
Teknolog! Informasi dan Komunikasi,

¢c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan REJMD Kabupaten,

4. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sekst
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

& menyiapkan bahan-bahan LKPBJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati :

f  menghimpun dan mengumpulkan hahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi:

g. ~menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Penerapan Teknolog! Informasi dan Komunikasi:

- merencanakan kegiatan dan  anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan Saksi Penerapan Teknologi
\nformasi dan Komunikasi;

I menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pengeioiaan data
teknologi informasi dan komunikasi;

% melaksanakan penyediaan dan penyebaran melalui media online, Website dan
media call canter;

k  melaksnakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pemerintahian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,

|| melsksanakan pemeliharaan konektifitas jaringan internet ISP Pemerintah

Kabupaten Bekasi
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malaksanakan teknis peneliian dan pengembangan teknolog: informasi dan
Komunikasi:

menenima, mangujicoba dan mendokumentasikan perangkat lunak seluruh SKPD
lingklip Pemerintah Kabupaten Bekasi sesus prosedur dan tata kelola yang benar
sebelum di gunakan untuk pelayanan publik;

melaksnakan pelatihan TIK seluruh SKPD lingkup Pemda Kab. Bekasi,
melaksanakan audit prosedur dan tata kelola TIK di seluruh SKPD lingkup Pemda
Kab Rekasi bersama Seksi Penerapan dan Evaluasi TIK secara berkala;
melaksanakan pengelolaan domain/subdomain, e-cloud, g-mail resmi dan SmMs-
gateway kabupaten bekasi.

melaksanakan pengelolaan dan merawal senver sefuruh SKPD yang telah di
simpan di pusat data diskominfo

melaksanakan pengelolaan dan perawatan seluruh perangkat Aplikasi SKPD yang
telah di simpan di pusat data diskominfo bersama seksi Aplikasi TIK:
melaksanakan back-up data di seluruh server SKPD yang telah di simpan di pusat
data Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala:

melaksanakan uji keamanan Penyelenggara Sistem Elektronik seluruh SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi secara berkala;

membantu mengintegrasikan Penyelenggara Sistem Elektronik seiuruh SKPD;
mensosialisasikan standarisasi TIK ke seluruh SKPD:

menganalisa. menenma dan mengusulkan penggunaan Penyelenggara Sistem
Elektronik di SKPD sehingga menpercepal penarapan g-govt di Kabupaten Bekasi;
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain]

menyusun bahan [aporan akuntabilitas kera.

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serna penyajian data hasil kegiatan
Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya.

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraiuran perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebaga pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

. o o e
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membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar peiaksanaan tugas
dapat beralan lancar,

menilal hasil kena bawshan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan wgas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf &
Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 35

Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Tekrologi Informasi dan Komunikasi dipimpin

cleh seorang Kepala dan mempunyal tugas pokok merencanakan operasional,

mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

urusan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikast.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyal fungsi:

a  perencanaan operasional urusan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi
dan komunikasi,

b. pengelolaan urusan infrastrukiur dan aplikasi teknologi informasi dan

komunikasi;

pengandalian, evaluasi dan pelaporan urusan infrastrukiur dan aplikasi

teknologi informasi dan komunikasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan ugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Infrastruktur dan

Aplikasi Teknologi Informast dan Komunikasi, membawahkan,

&. Seks| Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikas.
Pasal 36

Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
menyalenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Paszal 35,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Infrastrukiur gan Aplikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi;



menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kena Bidang Infrastruktur dan
Aplikasi Teknologl Informasi dan Komunikas::

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mangumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
\nfrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikas: sebagal bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Infrastru ktur dan Aplikas Teknologi informasi dan
Komunikasi;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} oan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknclogl Informasi dan
Komunikasi;

menyiapkan bahan analisa urusan infrastruktur dan aplikasi teknolog informasi
dan Komunikasi:

menyelenggarakan perekayasaan Infrastruktur jaringan Teknolog: Informasi dan
Komunikasi,

menyelenggarakan penerapan Infrastrukiur jaringan Teknolegl Informasi dan

Komunikasi |
menyetenggarakan uji coba hasil pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

menyusun penyusunan petunjuk operasional Infrastruktur jaringan Teknologi

Informasi dan Komunikasi;
menyusun pertimbangan penggunaan/pemilinan Infrastruktur jaringan Teknologi

\nformasi dan Komunikasi;

menyusun kerjasama pengendalian Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

menyelenggarakan operasionalisasi Infrastrukiur jaringan Teknologi Informasi dan
Komunikasi |

menvelenggarakan pemeliharaan Infrastrukiur jaringan Teknologi Informast dan
Komunikasi;

menyelenggarakan penilaian dan pengkajian kelayakan Infrastruktur jaringan
Teknolog Informasi dan Komunikasi ;

menyusun kebijakan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
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menyelenggarakan dan  mengimplementasikan  kebijakan  e-government,
pemberdayaan serta pemantauan, pengendalian dan penertiban bidang aplikasi
menyusun penyusunan pedoman dalam rangka aplikasi Telemstika bagi
masyarakat

menyusun fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika di lingkungan
masyarakat:

menyusun koordinasi di bidang pemanfaatan Telematika;

menyusun sosialisasi pemanfaatan telematika kepada masyarakat,

menyusun penyusunan desain format dan media dalam rangka pengembangan
muatan telematika;

menyusun perekayasaan pengembangan muatan telematika;

menyelenggarakan pemeliharaan konektifitas dan operabiitas jaringan internet
dan intranet untuk keperluan seluruh SKPD;

menyelenggarakan pengetolaan data centre milik pemerintah kabupaten bekasi;
menyelenggarakan sarana dan prasarana lokal area network (LAN) untuk
kepentingan seluruh SKPD di ingkungan pemerintah kabupaten bekasi
menyiapkan perangkat seluruh SKPD dan memastikan perangkat tersebut dapat
diintegrasikan dengan perangkat lain yang akan dipergunakan cleh SKPD
meregestrasi dan mendokumentasikan physical addres/IMEY seluruh perangkat di
SKPD yang digunakan untuk PSE pelayanan publik;

meraniau dan memastikan setiap layanan yang terintegrasi dengan dinas
komunikasi dan informatika memiliki Service Level Agreement (SLA) yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak

memfasilitasi dan mendokumentasikan perawatan perangkat yang dipergunaxan
untuk pelayanan publik;

menyelenggarakan registrasi dan memastikan perangkat keras untuk PSE
pelayanan publik telah terdaftar;

menyusun roadmap serta mengevaluasi penggunakan perangkat keras menuju é-
govt pada tiap-tiap SKPD lingkup pemda Kab. Bekasi

merumuskan skala prioritas penggunaan perangkat keras SKPD sesuai kebutuhan
pelayvanan pubilik;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan
Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
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menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Infrastruktur dan Aplikasi
Teknologl Infarmasi dan Komunikasi,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan
Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Infrastruktur dan Aplikasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Infrastruktur
dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan ingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan gas

dapat berjalan lancar;

. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karer;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

Infrastrukiur Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

a  perencanaan kegiatan urusan Infrastruktur Teknologi informasi dan
Komunikasi,

b pelaksanaan urusan |nfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan Infrastruktur Teknoclogi Informasi dan
Komunikasi;
d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Seksi Infrastruktur Teknelogi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh secrang Kepala,

mempunyai uralan tugas sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagal bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Infrastrukiur Teknologi Informasi dan Komunikast:
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:
marencanakan kegiatan dan anggaran (RKA} dan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastrukiur Teknologi

\nformasi dan Komunikasi;
melaksanakan perekayasaan Infrastruktur janngan Teknolagi Informasi dan

Komunikasi;

melaksanakan penerapan  Infrastruktur  janngan Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi ;

melaksanakan uji coba hasil pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional Infrastruktur jaringan
Teknologi Informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan Infrastruktur jaringan

Teknelogi Informasi dan Komunikasi;
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menyiapkan bahan kerjasama pengendalian Infrastrukiur jaringan  Teknologi
informasi dan Komunikasi;

melaksanakan operasionalisasi Infrastrukiur jaringan Teknologi Informasi dan
Komunikasi,

melaksanakan pemeliharaan Infrastrukiur jaringan Teknologi Informas: dan
Komunikasi;

mielaksanakan penilaian dan pengkajian kelayakan Infrastruktur jaringan Teknologi
Informasi dan Komunikasi |

melakzanakan pengelolaan data centre milik pemerintah kabupaten bekasi
melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana lokal area netwark (LAN) untuk
kepentingan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi sesuat
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan perangkat seluruh SKPD dan memastikan perangkat tersebut dapat
diintegrasikan dengan peranghkat lain yang akan dipergunakan oieh SKPD;
meregestrasi dan mendokumentasi physical addres/IMEY tiap-tiap perangkat di
SKPD yang digunakan untuk PSE pelayanan publik;

memonitor dan memastikan setiap layanan yang lerintegrasi dengan dinas
komunikasi dan informatika memiliki Service Level Agreement (SLA) yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak:

memfasiitasi dan mendockumentasikan perawatan perangkat yang dipergunakan
untuk pelayanan publik;

melaksanakan registrasi dan memastikan perangkat keras untuk Penyelenggara
Sistermn Elektronik pelayanan publik telah tercaftar;

membuat rencana tahunan dan meng-upgrade perangkat sesual kemampuan
pengelolaan untuk peningkatan pelayanan publik;

menyiapkan bahan penyusunan roadmap serta mengevaluasi penggunakan

perangkat menuju e-govi pada tiap-tiap SKPD lingkup Peamarintah Kabupaten

Bekasl
menyiapkan bahan skala prioritas penggunaan perangkat keras SKPD sesual

kebutuhan pelayanan publik;

melaksanakan ftransfer of knowledge perawatan perangkat sehingga mampu
menangani minor crase,

memverfikasi penyedia yang mensupport perangkat keras telah gesuai standard
melaksanakan inspeksi secara berkala terhadap perangkat di seluruh SKPD untuk
mencegah kebocoran data melalui perangkat

melaksanakan penyitaan perangkat yang tidak terdaftar dan tidak sesuai standard

yang telah ditentukan
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melaksanakan koordinasi dengan seksi lain,

menyusun bahan laporan akuntabiitas kerja,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikast,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya:
mermpelajar, mamahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketertuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencar altam atif pemecahannya.

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan iugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku,

miembimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat benaian lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh alasan.

Pasal 39

Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urLsan

Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksl

Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan Aplikasi Teknologl Informasi dan Koemunikasi,

b. pelaksanaan urusan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinya




Fasal 40

Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut

3,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Aplikasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sewsl
Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akihir masa jabatan Bupati;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Aplikast Teknologi informasi dan Komunikasi;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi:
merancanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastrukiur dan Aplikasi
Teknologi Informasi dan Komunikast,

menyiapkan bahan kebijakan Aplikasi Teknologi Informast dan Komunikas!,
melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan g-government,

pemberdayaan serta pemantauan. pengendalian dan penertiban bidang aphkasi

telematika:
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangxa aplikasi Telematika bagl

masyarakat:

mefyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika di ingkungan
masgyarakat;

menyiapkan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan Telematika;

menylapkan bahan sosialisasi pemanfaatan telematika kepada masyarakat;
menyiapkan bahan penyusunan desain format dan media dalam rangka
pengembangan muatan telematika;

menyiapkan bahan perekayasaan pengembanganmuatan telematika;

membuat perangkat aplikasi seluruh SKPD dan memastikan perangkat aplikasi
bisa di integrasikan dengan aplikasi yang sudah ada dan sesual standard yang

beraku!
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mendokumentasikan dan memastikan setiap perangkat aplikasi memiliki SOP
operasional dan SOP keamanan dala

melaksanakan regestrasi dan memastikan perangkat lunak untuk PSE untuk
pelayanan publik telah terdaftar.

membuat rencana tahunan dan pengembangan perangkat aplikasi menuju e-office
paperiess,

wajip menyimpan kode sumber (source code} perangkat lunak untuk
Penyelenggara Sistem Elektronik pelayanan publik SKPD lingkup Pemerintah
Kabupaten Bekasi bersama dengan Seksi Standarisasi dan Evaiuasi TIK
menyiapkan bahan penyusunan roaamap sera mengevaluasi penggunaxan
perangkat aplikasi menuju e-govt di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Bakasi;

menyiapkan bahan penentuan skala pnoritas penggunaan perangkat lunak SKPD
sesual kebutuhan pelayanan publik;

melaksanakan transfer of knowlage dari aplikasi yang dipergunakan oleh selurun
SPKD;

memonitor dan memastikan perangkat aplikasi di selurun SKPD yang digunakan
untuk pekayanan publik dapat terinterkoneksi, terintegrasi dan terinteroperabilitas;
memvearifikasi penyedia yang mengembangkan perangkat lunak telah sesuai
dengan prosedur dan tata keiola Teknologi Informasi dan Kemunikasi yang benar,
melaksanakan koordinasi dan ikut seria dalam pengintegrasian Aplikasi seluruh
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi,

melaksanakan pembuatan perangkat lunak database center baik web-base
matipun desktop-base sehingga bisa saling bisa digunakan antar SKFD lingkup
Pamerintah Kabupaten Bekasr;

melsksanakan pembuatan perangkat lunak berbasis GIS Kabupaten Bekasi
hariensins] sehingga SKPD pengguna bisa memasukkan data sesual
Kewenangannya;

melaksanakan pembuatan perangkat lunak multimedia untuk ikian layanan
masyarakat vang berliesiensi pemerintah kabupaten Bekasi;

membuat, mengedit dan mengolah media video kegiatan pemerintah kabupaten
Bekas: sehingga bemilai informasi publik:

melaksanakan pembuatan aplikasi database center berbasis web-Dase untuk
kebutuhan Informasi publik;

melaksanakan pembuatan atau penerapan aplikasi keamanan data pada server
pusat data;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
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menyusun bahan laporan akuntabilitas kera:
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

‘Seksi Aplikasl Teknologi Informasi dan Komunikas!,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya:
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan lugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku:

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

meniiai hasil kerja bawahan secars berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibarikan ocleh atasan.

Faragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Dinas sesual kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam mealaksanakan tugas pokoknya bertanggung
iawah kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional terdid dari ssjumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsicnal vang terbagi dalam barbagei kelompok sesuai bidang keahliannya.
Setiap kelompok jabatan fungeiors! dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungaional yang ada di lingkungan Dinas.
Pembentukan jabatar fungsional ditetapkan berdasarkan gifat, jenis, kebutuhan
gan beban Kenanya

Jenis dan ienjang jabatan fungsional distur soshiai peraturan perundang-undangan

jang berlaku,
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BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan olzh Kepala Bidang-
Kepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
menurut bidang fugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip
woordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan
Pasal 43

Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 44

Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang

Kepala Bidang sesual bidang tugas dan/atau kemampuan,




BAB WV
KEPEGAWAIAN
Pasal 45

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan

Sekretans Daerah,
{(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan

membuat Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKF) sesuai peraturan

perundang-undangan yang beriaku. )
(3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji

pegawal bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{4) Ketentuan-ketentuan lain mengenal kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
serundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 46

Pembiayaan Dinas bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bekasi.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur kemudian.
(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 48

Peraturan ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal ' TESEMEER 2nta

% BUPAT| BEKASI &
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